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ABSTRAK 
Nama     :      Aan Budi Hidayat T 
Nim                   :     10500113187 
JudulSkripsi : “TinjauanYuridisTerhadapSeseorang Yang Turut Serta 
DalamTindakPidanaIllelagal Logging(StudiPutusan No: 
48/PID.SUS/2016/PN.ENR)” 
 
Pokokmasalahpenelitianiniadalahbagaimanakesesuaianputusan hakim 
dalammemberikanputusanterhadapseseorang yang turutsertadalamtindakpidanaillegal 
logging di PengadilanNegeriEnrekang. Pokokmasalahselanjutnya di 
bagikedalambeberapasubmasalah, yaitu :1) Bagaimanapenerapanhukumpidanadan 
UU Kehutananterhadapseseorang yang turutsertamelakukantindakpidanaIllegal 
LoggingdalamPutusanNomor: 48/PID.SUS/2016/PN.ENR 2). 
Bagaimanapertimbanganhukumdari hakim dalammenjatuhkanvonisterhadapterdakwa 
yang turutsertamelakukantindakpidanaIllegal loggingdalamPutusanNomor: 
48/PID.SUS/2016/PN.ENR . 
Jenispenelitianinitergolongkualitatifdenganpendekatanpenelitian yang 
digunakanadalah : primer dansekunder. Adapunsumber data 
penelitianiniadalahPengadilanNegeriEnrekangdan Hakim 
PengadilanNegeriEnrekang. Selanjutnya, metodepengumpulan data yang 
digunakanadalahkepustakaan, wawancara, dandokumentasi. Lalu, teknikpengolahan 
data dananalisis data dilakukandenganmelaluireduksi data, penyajian data, 
danpenarikankesimpulan. 
Berdasarkanhasil penelitian 
tersebutterjawabbahwapenerapanhukumpidanadan UU Kehutananterhadapseseorang 
yang turutsertamelakukantindakpidanaillegal loggingtelahsesuaidenganketentuan 
yang berlaku. Perbuatanterdakwatelahmemenuhiseluruhunsur-
unsurdalamdakwaanolehjaksa. Dan dalampertimbanganhukumMajelis Hakim 
dalammenjatuhkansanksipidanaterhadapterdakwadalamputusanNomor:48/PID.SUS/2
016/PN.ENR telahsesuaidimana hakim 
telahmempertimbangkanbaikdaripertimbanganyuridis, fakta-faktapersidangan, 
keterangan para saksi, alatbukti yang ada, keyakinan hakim sertahal-hal yang 
mendukung. 
AdapunImplikasi penelitian iniyaitu peneliti berharap bagi para 
penegakhukum agar dalammenanganisuatukasus yang 
berhubungandenganhutankhususnyahutanlindungan agar 
lebihtegasdalampenanganandanpengenaansanksiterhadap para 
pelakutindakpidanaillegal logging. Dan hakim haruslebihpekauntukmelihatfakta-
faktaapa yang timbulpadapersidangan, sehinggadarifakta yang timbultersebut, 
menimbulkankeyakinan hakim bahwaterhadapterdakwadapatatautidakdapatdipidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Sumber daya hutan merupakan suatu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa  
yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan 
alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah di ciptakan segala makhluk 
hidup baik besar kecil maupun yang tidak dapat di lihat boleh mata. Di 
samping itu, di dalamnya juga hidup tumbuhan yang menjadi hamparan, yang 
menjadi satu kesatuan utuh, hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat di 
kelolah dengan baik, yang di pergunakan untuk membangun bangsa dan 
Negara. 
   Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan Negara, maka hak-hak 
bangsa dan Negara atas hutan dan hasilnya perlu di jaga dan di pertahankan 
agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan 
Negara itu sendiri. 
 Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia 
merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasiaonal yang di 
pergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagai yang di 
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amanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan: 
 Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya di pergunakan 
untuk sebesar-besarnya keperluan rakyat. 
 Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan 
nasional yang di harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi kemakmuran rakyat. Pebangunan hutan yang di harapkan sebagaimana 
dapat terwujud’ tetapi hal itu sesuatu yang sulit untuk di realisasikan, hal ini 
di kerenakan maraknya atau banyaknya praktek Illegal Logging yang terjadi 
di Indonesia. Illegal Logging pada saat ini merupakan masalah yang sangat 
serius yang terjadi di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah di 
berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal tersebut 
merupakan konsekuensi dari fungsi hutan yang hakikatnya adalah sebuah 
ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi 
produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial. 
 Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia 
mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar di mana 59,62% juta hektar berada 
dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan 
dengan laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektar pertahun. Sedangkan 
berdasarkan perhitungan yang di lansir WWF dan bank Dunia di temukan 
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data, bahwa 78% kayu yang beredar di hutan Indonesia berasal dari hasil 
Illegal Logging.1 
 Mengacu pada statistik di atas, jelas juga berdampak langsung pada 
kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Upaya memanfaatkan situasi 
berupa tindakan pelanggaran hutan di bidang kehutanan, khususnya pencurian 
kayu oleh sebagian masyarakat desa sekitar hutan yang tidak bertanggung 
jawab. Pencurian kayu dari tahun ke tahun semakin meningkat yang 
mengakibatkan kerugian pada masyarakat itu sendiri dan Negara . 
 Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Kabupaten 
Enrekang sebagian masyarakatnya yang bermukim di kawasan hutan lebih 
memilih menggantukan hidupnya pada hasil hutan, meski lahan hutan dari 
usaha pertanian kering. Mengingat kondisi tahah di sebagian daerah ini yang 
relaif kurang mendukung usaha pertanian intensif (berkapur dan berbukit-
bukir)’ maka hasil pertanian kurang mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan 
hidup. Hal ini masih di tambah dengan penguasahan lahan yang relaitf sempit, 
sebagian besar masih diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim 
penghujan, hal ini sebabkan kerena system irigasi teknis yang belum banyak 
berkembang. Alhasil, masyarakat di sekitar hutan mulai terdesak akan 
berbagai kebutuhan hidup sehingga mereka mulai melakukan upaya agar 
                                                             
1  Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: PT. Sinar 
Grafika.hlm.300. 
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kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi namun dengan melakukan pencurian 
kayu (Illegal Logging) di kawasan hutan. 
 Selain rendahnya keadaan ekonimi masyarakat sekitar hutan. Hal ini 
yang menyebabkan semakin meningkatnya Illegal Logging adalah minimnya 
jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan 
yang di miliki oleh pemerintah. 
 Permasalahan Illegal Logging sebenarnya menjadi masalah yang 
kompleks bagi pembangunan kehutanan, namun menyadari arti pentingnya 
hutan bagi kelangsungan hidup manusia pada umumnya, maka pelestarian 
hutan mutlak di lakulan untuk mencegah tindak pidana Illegal Logging yang 
hanya mengacu pada keuntungan pribadi semata tanpa memandang arti dari 
pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan manusia itu sendri. 
 Olehnya itu, mengingat pentingnya peran hutan bagi keberlangsungan 
manusia,pemerinta seharunya berperan aktif dalam mengambil langkah baik 
preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek Illegal Logging yang 
telah lama terjadi. 
 Maka dari itu di sahkanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang kehutanan maupun menjadi instrument yang efektif baik bagi 
pemerintah setempat maupun aparatur penegak hukum untuk menindak 
pelaku illegal logging. Karena dengan penegakan hukum (low enforcement) 
yang tegas dan tanpa pilih kasih di yakini dapat meminimalisir terjadinya 
praktek Illegal Logging sebagaimana dasar di undangakanya. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 
diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana dan UU Kehutanan terhadap 
seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana Illegal Logging dalam 
Putusan  Nomor: 48/PID.SUS/2016/PN.ENR ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan vonis 
terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana Illegal 
logging dalam Putusan Nomor: 48/PID.SUS/2016/PN.ENR ? 
C. Tujuan penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis dapat mengemukakan 
tujuan dan   kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan UU kehutanan terhadap 
seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana Illegal Logging dalam 
Putusan Nomor:41/PID.SUB/2016/PN.ENR 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan 
vonis terhadap terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana Illegal 
Logging dalam Putusan Nomor: 41/PID.SUB/2016/PN.ENR 
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D. Kegunaan Penelitan 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Kegunaan teoritis: 
a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya 
pada program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar 
b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan 
calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tinjauan 
yuridis tentang tindak pidana Illegal Logging berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
2. Kegunaan praktikal: 
a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi para penegak hukum’ 
khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Enrekang dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama yang 
berlaku. 
b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi masyarakat untuk 
mencegah terulangnya peristiwa yang serupa 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pengertian Yuridis 
      Secara harfiah istilah adalah yuridis itu sendiri berasal dari bahasa 
Romawi kuno, yakni “ Yuridicus”.Pada masa kejayaan kerajaan Romawai 
hampir semua daratan eropa berada di bawah kekuasaannya, oleh karena itu, 
hukum yang berlaku di daratan Eropa sangat di pengaruhi oleh hukum 
Romawi. Istilah Yuridicu dalam hukum romawi berkembang pula di Perancis 
yang di kenal dengan istilah “Yurisique”.Perancis yang di bawah itu di bawah 
kepemimpinan Napoleon Bonaparte berhasil menghasilkan kodifikasi hukum 
pidana, yakni Code Penal.Keberhasilan Perancis kodifikasi hukum pidana ini 
pun banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum, khususnya di 
daratan Eropa continental.Di Belanda sendiri, Yuridique di sebut dengan 
istilah “Yuridisch” yang berarti, menurut hukum.1 
       Mengacu pada pengertian yang demikian ini pendekatan yuridis pada 
hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan 
secara keilmuan hukum yang khusus, yaitu ilmu hukum dogmatik.Jadi 
tinjauan yuridis secara terminologi dapat di artikan sebagai analisis terhadap 
                                                             
1 Herman. Peneltian atau Pengkajian Ilmu Hukum Normatif. Dikutip pada  laman 
website:http//lawismayway.blogspot.com/2011/01/penelitian –atau-pengkajian-ilmu-hukum.html. 
Diakses pada hari Rabu 23 agustus 2017. 
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suatu permasalah dengan menggunakan pendekatan normative, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, tinjauan yuridis 
bermakna sama dengan ruang lingkup hukum pidana materil,  yaitu kumpulan 
aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggar pidana untuk dapat di hukum, serta dapat menetapkan hukum 
atas pelanggaran pidana.2 
       Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok bahasan Tinjauan Yuridis 
meliputi 6 (enam) aspek, sebagai berikut: 
1. Jenis tindak pidana; 
2. Pelaku tindak pidana; 
3. Aturan yang di langgar; 
4. Unsur-unsur tindak pidana; 
5. Sanski pidana; dan 
6. Pertanggungjawaban pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, 
terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar,  danfeit. Dari istilah-istilah yang 
masing-masing memiliki arti :Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, Baar 
                                                             
2Amir Ilyas,  Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 
Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. (Yogyakarta: 2012, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia). 
Hlm.9 
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diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.3 
Terjadi Perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara 
pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk 
kepada tindak opidana.Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah 
“perbuatan pidana” dan bukan istlah tindak pidana.Perbuatan pidana 
menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang 
dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.4 
Utrecht juga menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana” 
karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen, atau Doen, positif) 
atau melalaikan maupun akibatnya.Demikian juga penggunaan istilah yang 
diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak 
pidana”.5 
Di anatara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada 
dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari 
Strafbaar Feit yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan 
secara harfiah berarti peritiwa pidana.6 
                                                             
3 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, ( Yogyakarta: 2012, Rajawali Pers), Hlm. 19 
4 Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana,( Jakarta: 1993, Sinar Grafika), Hlm. 1 
5 E.Y Kanter, dan S.R. Sinaturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,( 
Jakarta: 2002, Storia Grafika), Hlm.207 
6 E.Y Kanter, dan S.R. Sinaturi, Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, ( 
Jakarta: 2002, Storia Grafika). Hlm.207 
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Sementara menurut Simons, Strafbaar Feit merupakan suatu 
tindakan/perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 
seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons 
adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa 
atau lalai (culpa). Demikianlah beberapa rumusan-rumusan  tentang tindak 
pidana (Strafbaar Feit) yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.7 
Pada umumnya tindak pidana di sinonimkan dengan “delik” yang 
berasal dari bahasa latin yakni “delictum” sedangkan pengertian delik itu 
sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak 
pidana.8 
Batasan terhadap delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan 
terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan 
yang melawab hukum formal dan materil dan tidak ada dasar yang 
membenarkan perbuatan itu”. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian 
delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap Pasal dari KUHP, hanya 
menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis 
perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak Pidana menurut Simons.: 
                                                             
7 Zinal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, ( Jakarta:2007, Sinar Grafika), Hlm.224-225 
8 W. J. S Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 2003, Balai Pustaka), 
hlm. 276 
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a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif 
maupun perbuatan pasif. 
b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, dan akan diancam 
hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis maupun tidak 
tertulis. 
c. Perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus 
dapat dipersalahkan kepada si pelaku.9 
Dari banyaknya istilah tentang Strafbaar Feit,  penulis lebih sepakat 
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasana bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah 
digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
   Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui 
apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan 
yang melawan, atau melanggar hukum.Untuk menguraikan tindak pidana 
terdapat dua sudut pandang yaitu: 
a. Unsur Tindak pidana menurut beberapa teoritis: 
1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
                                                             
9 Kansil dan Cristine S.T , Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta, 1995, Sinar Grafika), 
Hlm.107 
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(1)  Perbuatan: yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak  berbuat 
yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
(2)  Yang dilarang (oleh aturan hukum) dalam artian bahwa sesuatu 
akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya 
yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat 
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu 
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
(3)  Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) diancam dengan 
hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang 
hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 
dilakukan. 
(4) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
a. Perbuatan/ rangkaian dengan perbuatan perundang-undangan; 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman;10 
b. Unsur Rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Tahun 1945 
   Kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana 
tertentu dalam pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 
                                                             
10 Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, ( Yogyakarta: 2008, Rineka Cipta), Hlm 54-55  
13 
 
rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka 
unsur tindak pidana yaitu: 
1) Unsur tingkah laku (aktif/pasif); 
2) Sifat melawan hukum; 
3) Unsur kejahatan (schuld), terdiri dari kesengajaan, kelalaian, atau culpa; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;11 
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Jenis Tindak Pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana 
ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan 
undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP).Jenis pidana ini 
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana tambahan hanya 
dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali jika dalam hal-hal tertentu. 
Pasal 10 KUHP menentukan sebagai berikut: 
 
 
                                                             
11  Ismu Gunadi dan Efendi Joenaedi, Cara Cepat dan Mudah Memmahami Hukum Pidana, 
(Jakarta: 2014, Sinar Grafika), Hlm.35 
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Pidana terdiri atas: 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati (death penalty) 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya 
pembunhan berencana, pencurian dengan kekerasan dll. 
Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati ini, oleh karena 
itu sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati. Sebagaian 
berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya 
hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari 
perbuatannya bahwa yang bersangkutan adalah individu yang sangat 
berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau 
pergaulan hidup. 
2) Pidana penjara ( imprisonment)  
Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan 
seseorang, yaitu Berupa hukuman penajara dan kurungan. Hukuman 
penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap 
berbagai kejahatan.Adapun pidana kurungan lebih ringan karena 
diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 
karena kelalaian.Hukuman penjara dijatuhkan kepada penjahat yang 
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menunjukan watak buruk dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur 
dalam Pasal 12 KUHP yang menentukan sebagai berikut: 
(1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu 
(2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah 
satu hari dan paling lama lima belas tahun bertutut-turut. 
(3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 
puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum 
dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman 
penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam 
hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan 
hukuman sesab melakukan kejahatan-kejahatan secara concurcus atau 
karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yan telah 
dilakukan dalam Pasal 52 KUHP. 
(4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu 
dua puluh tahun. 
Hukuman penjara dilaksanakan dipenjara. Hakim dapat menetapkan 
seorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja diluar penjara (Pasal 26 
KUHP). Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal pembatasan bersyarat 
sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP yang menentukan: 
“Orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat 2/3 dari waktu hukuman 
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yang sebenarnya dari pula paling sedikit Sembilan bulan dari waktu tersebut 
telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat”. 
Institusi Pembebasan Bersyarat diadakan engan maksud untuk 
mengadakan masa peralihan untuk ketidakbebasan di penjara dengan 
kebebasan penuh dalam masyarakat.Keputusan untuk pembatasan bersyarat 
itu diberikan oleh Mentri Kehakiman (Pasal 16 KUHP). 
1) Pidana Kurungan 
Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan 
antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dari kebolehan 
membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya, tempat 
tidur, selimut dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan 
batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya 
hukuman kurungan itu ditentukan dalam Pasal 18 KUHP, yang menentukan 
sebagai berikut: 
(1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling 
lama satu tahun. 
(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat 
bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan 
kejahatan atau pengulangan atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a 
KUHP. 
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(3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu 
tahun empat bulan. 
Hukuman kurungan dijalani dalam penjara.Umumnya, terpidana 
penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan. 
2) Pidana Denda 
 Hukuman denda selain diancamkan terhadap kejahatan yang ada 
kalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada 
hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah 
maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam 
Pasal 30 KUHP yang menentukan sebegai berikut: Jumlah hukuman denda 
sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Berikut beberapa aturan dalam 
pidana denda : 
(1) Jika dijatuhkan denda dan itu tidak dibayar maka diganti dengan 
hukuman kurungan. 
(2) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. 
(3) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga 
setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih 
tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, 
akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga. 
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(4) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan 
dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah, karena ada 
gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP. 
(5) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan. 
Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya baik 
keluarga atau kenalan dapat melunsinya.Hukuman kurungan pengganti dapat 
dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman 
kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan. 
Dalam hal ini penerapan hukuman pokok oleh KUHP dikenal 
penghukuman bersyarat. Institusi ini diatur dalam Pasal 14a yang menentukan 
antara lain sebagai berikut: 
(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya 
dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika 
dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan 
karena terhukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa 
percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau karena 
terhukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang 
ditentukan dalam perintah itu. 
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(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam 
perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila 
menjatuhkan pidana denda atau perampasan yang mungkin 
diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam 
menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dianggap 
sebagai perkara mengenai penghasilan Negara, jika terhadap kejahatan 
dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, 
tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2). 
(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana 
pokok juga mengenai pidana tambahan. 
(4) Perintah itu tidak diberikan kecuali sesudah diadakan pemeriksaan yang 
teliti, hakim memperoleh keyakianan bahwa syarat umum yaitu bahwa 
terhukum tidak akan melakukan suatu pelanggaran pidana dan 
ditepatinya syarat khusus jika ada syarat demikian. 
(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-
keadaan yang menjadi alasan perintah itu. 
b. Pidana Tambahan 
Hukuman tamabahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan 
hukuman pokok.Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat relatif. 
Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
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Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang 
menentukan sebagai berikut: 
(1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabur dengan putusan hakim dalam hal-
hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Pidana ini atau dalam 
aturan umum yang lain, ialah: 
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 
2. Hak memasuki angkatan bersenjata 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum 
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
peradilan, hak menjadi wali. 
(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila 
dalam aturan-aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain yang 
berwenang untuk pemecatan itu. 
        Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim 
(Pasal 38 KUHP) 
2) Perampasan Barang Tertentu 
 Barang  yang dirampas dalam hal ini adalah barang hasil kejahatan atau 
barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang menentukan sebegai berikut: 
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(1)  Barang kepunyaan si terhukum yang perolehnya dengan kejahatan atau 
dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh 
dirampas. 
(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak 
dengan sengaja, atau karena melakukan pelanggaran dapat juga 
dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang. 
(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang 
bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi 
hanyalah atas barang yang telah disita. 
3) Pengumuman Putusan Hakim 
Hukuman tambahan ini  di maksudkan untuk mengumumkan kepada 
khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih 
berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim mengenai 
intensitas pengumumannya, yang semuanya atas biaya si terhukum.Jadi cara-
cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 
43 KUHP). 
D. Hutan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan  merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 
(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang.Dan dapat 
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dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di 
dalam hukum Inggris kuno, forrest atau (hutan) adalah suatu daerah tertentu 
yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup bintang buas dan burung-
burung hutan. 
Menurut Dangler yang diartikan dengan hutan, adalah “sejumlah 
pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, 
kelembapannya, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan 
lingkukangannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan 
baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup 
rapat (horizontal/ vertical).12 
Pengertian Hutan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 adalah “ suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persetuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 
Ada 4 unsur yang terkandung dari defenisi hutan diatas yaitu: 
a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan 
b. Unsur Pohon (kayu,bambu,palem) flora dan fauna 
c. Unsur Lingkungan 
d. Unsur Penetapan Pemerintah 
                                                             
12 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: 1997, Sinar Grafika ), Hlm.34 
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Unsur Pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang 
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian Hutan disini, 
menganut konsep hukum secara vertical, karena antara lapangan 
(tanah),pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu 
kesatuan yang utuh.13 
Ada penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang 
sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, 
kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting penetapan 
pemerintah tersebut yaitu: 
1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 
menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.Mewajibkan 
kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur 
perencanaan, peruntukan, penyediaan, penggunaan hutan sesuai 
dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan 
perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestrarian dan fungsi 
hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil.14 
2. Jenis-Jenis Hutan 
    Menurut Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 
5-9, ditentukan 4 (empat) jenis Hutan yaitu: 
                                                             
13 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: 1997, Sinar Grafika ), Hlm.35 
14 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: 1997, Sinar Grafika ), Hlm.35-36 
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a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No.41 Tahun 1999), yaitu 
suatu pembagian Hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antar 
orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, 
pemanfaaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan 
berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu: 
1)  Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak 
dibebani hak atas tanah yang dimaksud dalam kualifikasi hutan 
Negara adalah: Hutan adat yang diserahkan pengelolaannya kepada 
masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan Negara yang 
dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan 
adalah hutan Negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan 
masyarakat. 
2) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas tanah. 
b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 -7 UU No.41 Tahun 1999) yaitu 
hutan yang didasarkan pada kegunaannya. 
Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu: 
1) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi 
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terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan 
hutan pelestarian alam, dan taman buru. 
2) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
3) Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
c. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU No. 41 Tahun 1999), 
yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi 
dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan 
hutan. 
d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim miko, estetika, dan resapan air 
(Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999) yaitu disetiap Kota ditetapkan 
kawasan tertentu sebagai hutan Kota. Hutan Kota adalah hutan yang 
berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, resapan air. 
3. Status Dan Fungsi Hutan 
a. Status Hutan 
  Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan 
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pada Pasal 5 yaitu hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan 
Negara dan hutan hak. Hutan Negara dapat berupa hutan adat. 
Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan sepanjang 
menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
masih ada dan diakui keberadaannya.Apabila dalam perkembangannya 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak 
pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.15 
b. Fungsi Hutan 
       Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan tiga mempunyai fungsi 
yaitu hutan Konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pemerintah 
menetapkan  fungsi hutan berdasarkan fungsi pokoknya. Pada Pasal 7 
hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan 
pelestarian alam dan tanah buru. Pada Pasal 8 Pemerintah dapat 
menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.Penetapan 
kawasan hutan dengan tujun khusus diperlukan untuk kepentingan 
umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan 
serta religi juga budaya.Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak 
mengubah fungsi pokok kawasan hutan.Pada Pasal 9 diuraikan bahwa 
untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, 
                                                             
15  Anonim, Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, ( Jakarta: 2009, 
Permata Pres), Hlm.6 
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disetiap Kota di tetapkan kawasan tertentu sebagai hutan 
Kota.Ketentuan lebih lanjut dengan pengaturan Pemerintah.16 
c. Pengelolaan Hutan 
    Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 
21 menerangkan, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: 
1. Tata hutan dan penyususnan rencana pengelolaan hutan 
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan 
4. Perlindungan hutan dan kinservasi alam17 
d. Pemanfaatan Hutan 
    Pasal 23 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 
Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal 
bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap 
menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat 
                                                             
16  Anonim, Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, ( Jakarta: 2009, 
Permata Pres), Hlm.6-7 
17 Abdul Malik Yusuf, Hukum Kehutanan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2011), 
Hlm 117-118 
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dilakukan pada semua kawasan hutan , kecuali pada cagar alam serta 
zona inti dan zona rimba pad ataman nasional.18 
 Usaha Pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, 
sebagai amanah untuk mewujdkan keberlanjutan sumber daya alam dan 
lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 
E. Illegal Logging 
1. Pengertian Illegal Logging 
      Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata paling popular 
karena hampir semua media massa, baik media massa eletronik maupun 
Koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil 
hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul 
karena hasil dari praktik illegal logging ini Negara sangat dirugikan. 
  Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging 
dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang 
Kehutanan, tidak ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.19 
                                                             
18Abdul Malik Yusuf, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2011) Hlm. 
119 
19 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, ( Jakarta Timur: 2010, 
PT. Sinar Grafika), Hlm.298 
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      Dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran hasil 
hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung 
Putting, istilah illegal logging didefenisikan dengan istilah penebangan kayu 
ilegal (tidak sah), istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan 
kayu ilegal.20 
       Illegal Logging merupakan rangkaian kegiatan dalam bidang kehutan 
dalam rangka pemanfaatan, dan pengelolaan hasil hutan kayu yang 
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak 
hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan 
hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonnomi, ekologi 
maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan  itu tidak melalui  melalui proses 
perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi 
merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.21 
       Singkatnya perbuatan Illegal Logging merupakan suatau kejahatan 
oleh karena itu dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.Kejahatan ini merupakan ancaman 
yang berpotensi bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan 
serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan illegal 
                                                             
20Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, ( Jakarta Timur: 2010, 
PT. Sinar Grafika), Hlm.298-299 
21 Nurjdana, Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Disentralisasi,(Jakarta: 2005, 
Pustaka Belajar ), Hlm.15 
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logging, menyimpang bagi norma-norma yang mendasari kehidupan atau 
keteraturan sosial.Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh 
kejahatan illegal logging, ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang 
berada disekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun 
internasional. 
a. Ketentuan Pidana Terhadap Illegal Logging 
   Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam 
UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 
Angka 14 yaitu bahwa:  
 “Perusakan Lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan 
perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatiya yang 
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 
pembangunan berkelanjutan” 
  Didalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
mengatur mengenai tindak pidana illegal logging serta sanksinya pada Pasal:22  
       Pasal 50 
1. Setiap orang dilarang merusak prasaran dan sarana perlindungan 
hutan. 
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu 
                                                             
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
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dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 
3. Setiap orang dilarang: 
a.  Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasa hutan 
secara tidak sah. 
b. Merambah kawasan hutan. 
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius 
atau jarak sampai dengan: 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau. 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai.        
3. 100 (seratus) meter dari kanan kiri tepi sungai.  
4. 50 (lima puluh) meter dari kanan kiri tepi anak sungai. 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang. 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan rendah 
d. Membakar hutan 
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
f. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima 
titpan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahuai atau 
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah. 
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g. Melakukan kegiaatan penyelidikan umum atau explorasi atau 
exploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. 
h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan. 
i. Menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak 
ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat berwenang. 
j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang. 
k. Membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang. 
l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelngsungan fungsi 
hutan ke dalam kawasan hutan. 
m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan 
stwa liar, yang dilindungi Undang-undang yang berasal dari kawasan 
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 
 Adapun sanski yang terdapat pada Pasal tersebut yaitu: 
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       Pasal 78 
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 50 ayat (1)  atau pasal 50 atau (2), diancam dengan pidana 
penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) 
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) 
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar 
rupiah) 
(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dala pasal 50 ayat 
(3) hutuf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus 
rupiah) 
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) 
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(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam Pasal 38 ayat 
(4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 ( sepulih) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) 
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh 
milyar rupiah) 
(8) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 ( sepuluh juta rupiah) 
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 
(3) huruf j, diancan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) 
(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana dalam pasal 50 
atay (3) huruf k, diancam dengan pidan penjara paling lama 3 (tahun) dan 
pidan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana Pasal 50 ayat (3) 
huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara 
dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar 
rupiah) 
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(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar sebagaimana Pasal 50 ayat (3) 
huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
penjara dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu 
milyar rupiah) 
(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), ayat (6),  ayat (7)  ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) 
adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasa ayat (8) 
dan ayat (12) adalah pelanggaran. 
(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) ayat (2) 
dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau 
badan usaha, tuntunan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap 
pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan 
pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah. 
(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dal pelanggaran dan atau alat-
alat termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dala Pasal ini 
dirampas untuk Negara. 
      Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannta dengan 
unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke 
dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: 
1. Pengerusakan (Pasal 406 samapi dengan Pasal 412 KUHP) 
2. Pencurian (Pasal 362 KUHP) 
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3. Pemalsuan (Pasal 261 sampai dengan pasal 276 KUHP) 
4. Penggelapan (Pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP) 
5. Penadahan (Pasal 480 KUHP) 
  Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut: 
1. Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 41 
Tahun 1999 Tnetang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari tujuan 
dibuatnya Undang-undang yakni penyelanggaraan kehutanan ditujukan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, 
oleh karena itu semua perumusan delik dalam Undang-undang Kehutanan ini 
terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan 
hutan. 
2. Perumusan tindak pidana illegal logging dalam Undang-undang Repubik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tnetang Kehutanan Pasal 78 selalu diawali 
dengan kata-kata “barang siapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. 
Namun dalam Pasal 76 ayat (14) diregaskan bahwa “Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila 
dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan udaha, tuntutan 
dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan pidana masing-
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masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. 
Dengan demikian dapat menunjukan bahwa orang dan korporasi (badan 
hukum atau badan usaha), dapat menjadi subjek tindak pidan ilegal logging 
dan dapat dipertangggungjawabkan. 
3. Dala hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau bdan 
usaha), maka menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (14) pertanggung jawaban pidana 
penuntutan dan sanksi pidanaya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik 
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan 
ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Masalah kualifikasi tindak pidana Undang-undang Kehutanan ini 
menyebutkan dan menegaskan kualifikasi tindak pidana dengan”kejahatan” 
dan “pelanggaran”. 
5. Masalah perumusan sanksi pidana Undang-undang No. 41 Tahun 1999 
merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada 
pelaku yaitu: 
1. Sanksi Pidana 
   Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa 
pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan 
hasil kejahatan dan alat yang dipakai uantuk melakukan kejahatan. 
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2. Sanksi Administratif 
   Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar 
ketentuan pidana sebgaimana dirumuskan dalam pasal 78. 
       Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda 
pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana 
dalam Undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana 
penjara dikumulasikan dengan pidana denda.Hal ini dapat menimbulkan 
masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif. Sanksi pidana 
dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana pokok berupa 
pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahandari hasil 
kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran di rampas 
oleh Negara . Hal ini menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan 
menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak 
dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti ini berarti berlaku ketentuan 
Umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti 
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adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan 
apabila ada pemeberatan.  
       Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang 
besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya 
terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atai 8 (delapan) bulan. 
       Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang 
dilakukan oleh korporasi meskipun Pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan tau atas nama badan hukun atau 
badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, 
baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan 
pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut 
dapat dikenakan kepada pengurusnya Pasal 78 ayat (14) tergantung pada 
bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi 
dan sejenisnya. Namun sayngnya tidak ada perbedaan jumlah 
minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi. 
  Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak 
mempinyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun 
tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi. 
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F. Illegal Logging Menurut Hukum Islam 
       Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus senantiasa peduli terhadap   
lingkungan.Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang bisa kita teladani, kita 
amalkan untuk menjaga lingkungan.Allah SWT telah menciptakan alam semesta 
dengan segala ketentuan-ketentuannya dan menurut perhitungan yang 
sempurna.Allah tidak menciptkan dengan main-main ataupun dengan bathil (sia-
sia), tanpa arah dan tujuan yang benar.Alam adalah bagian dari kehidupan dan 
alam itu sendiri hidup.Alam beserta isinya (air, tanah, udara tumbuhan dan lain-
lainnya) dikatakan hidup karena alam senantisa bertasbih kepada Allah SWT 
dengan caranya sensiri-sendiri.Allah senantiasa mengikrarkan kepada kita agar 
menjaga keseimbangan ekosistem di dunia. 
   Salah satu ruang lingkup syari’at dalam Islam adalah alam dan 
lingkungan.Pada hakekatnya, eksistensi lingkunngan makin terancam.Fungsinya 
yang bersifat jangka panjang guna menyangga kehidupan telah dirusak untuk 
mendapatkan keuntungan jangka pendek. Sementara disisilain hukum dan syariat 
tidak lagi mampu dijalankan dengan efektif dilapangan. Perusakan alam juga 
berlangsung akibat prakitk-praktik yang tidak sehat dari pelaku industry dan 
segelintir anggota masyarakat.Padahal dalam syari’at Islam sudah dikatakan 
untuk tidak merusak lingkungan dengan cara mengesploitasi hasil alam secara 
berlebihan. 
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  Dalam Kitab suci Al-Qur’an, Allah SWT telah memperingatkan umat 
manusia tentang bahaya yang dapat terjadi bila kelestarian lingkungan alam tidak 
dijaga dengan semestinya. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-
Qur’an surah Al-Araf ayat 56 : 
  
QS. Al-Araf 7:56 
                        
 Terjemahnya 
  “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan).Sesungguhnya rahmat Allah Amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”23 
         Menurut Quraish Shihab tentang surah Al-Araf ayat 56 ini, bahwa 
janganlah berbuat kerusakan di muka bumi yang telah di buat baik dengan 
menabur kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan.Berdoalah kepada-
Nya.Kasih saying Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik 
dan pasti terlaksana.Dalam ayat ini Allah Swt, melarang jangan membuat 
kerusakan di permukaan bumi.Larangan ini mencakup semua bidang, merusak 
                                                             
23 Kementrian Agama Repubilk Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,( Bandung: 2012,  
PT. Sinenrgi Pustaka Indonesia). Hlm. 157 
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pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan dan 
sumber-sumber penghidupan.24 
   Allah memperingatkan kepada umat manusia agar tidak merusak 
lingkungan karena sebenarnya kerusakan yang terjadi akibat dari ulah 
manusia itu sendiri. Hal terebut juga ditekankan juga dalam Al-Quran Surah 
Ar-Rum ayat 41: 
QS.Ar-Rum 30:41 
                            
  Terjemahnya: 
  “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”25 
   Berdasarkan tafsir Ibnu Ktasir yang ditulis oleh Muhammad Nasib Ar-
Rifa’I tentang surah Ar- Ruum ayat 41 menjelaskan bahwa kukurangan 
anaman pangan buah-buahan disebebkan oleh berbagai aneka kemkasiatan 
yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia banyak berbuat durhaka 
terhadap bumi ini sehingga timbul kerusakan-kerusakan akibat kemaksiatan 
                                                             
24 http//tafsirq.com/5-Al-ma’dah/ayat -36#tafsir-quraish-shihab,(diakses  12 Oktober 2017 
03.08 WITA) 
25Kementrian Agama Repubilk Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, , ( Bandung: 2012,  
PT. Sinenrgi Pustaka Indonesia), Hlm.408 
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yang dilakukan. Jika semua manusia meinggalkan kemaksiatan, maka akan 
membuahkan aneka berkah dari langit dan bumi ini.26 
   Sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai hak untuk 
diperbolehkan memanfaatkan apa saja yang ada dibumi (sumber daya alam), 
akan tetapi tidak berlebihan dan melampaui batas. Firman Allah dalam Surah 
An’am ayat 141 : 
 QS. Al- An’am 6:141 
                           
                           
  
   Terjemahnya: 
  “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
                                                             
26Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Tafsir al-Aliyul  Qadir lilkhitsari Tafsir Ibnu Ktasir (Riyard: 
1989, Maktabah Ma’arif), Jilid 3 , Hlm.755 
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disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”27 
   Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang surah Al-An’am 
ayat 141 menjelaskan bahwa manusia tidak boleh melakukan pemborosan 
walaupun dalam hal apapun.Hal ini menekankan bahwa pemborosan itu tidak 
di benarkan karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan itu. Ayat ini juga 
menunjukan bahwa adanya hak dan harta orang lain pada harta yang dimiliki 
seseorang. Jadi pada intinya manusia diperintahkan untuk berbuat sosial bagi 
harta benda kepada orang laim yang membutuhkan.28 
   Dari beberapa ayat diatas menjelaskan bahawa Hukum Islam secara 
tegas melarang adanaya perusakan dimuka bumi dalam bentuk apapun. Hal ini 
termasuk adanya tindak pidana illegal logging yang marak terjadi yang 
mengakibatkan rusaknya ekosistem dan kelangsungan kehidupan yang yang 
akan datang. Agama Islam juga dengan tegas melarang  merusak lingkungan 
dengan cara mengesploitasi hasil alam secara berlebihan. 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
 Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan karena yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya 
pasti.Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan 
                                                             
27Kementrian Agama Repubilk Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, ( Bandung: 2012,  
PT. Sinenrgi Pustaka Indonesia), Hlm. 146 
28http//tafsirq.com/5-Al-ma’dah/ayat -36#tafsir-quraish-shihab, (diakses 12 Oktober 2017 
03.08 WITA) 
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memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan 
putusan.Sifat arif, bikajsana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim 
karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian 
masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu 
perkara dengan adil.29 
 Ketentuaan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:  
”pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 
alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan-penetuan kesalahan terdakwa” 
 
 Hal yang sama dikemukakan Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa:30 
“ Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta 
dalam persidangan.Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau 
menganal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi 
dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif 
menerapkan pendiriaanya.” 
   Dalam menjatuhkan pidana, Ranvangan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana 
hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:31 
                                                             
29 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh  Hakim, (Jakarta: 2014, Sinar Grafika), Hlm.94 
30 Lilik Mulyadi,Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana,( Bandung: 2007, PT. Citra 
Aditya Bakti ), Hlm.193 
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a) Kesalahan Pembuat tindak pidana; 
b) Motif dan Tujuan melakukan tindak pidana; 
c) Cara melakukan tindak pidana; 
d) Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 
f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; 
i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan; 
j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
   Menjadi hakim merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan 
hidup seseorang untuk memperoleh kebebesan ataukah hukuman. Jika terjadi 
kesalahan dalam pengambilam keputusan maka akan berakibat fatal. Oleh karena 
itu dari itu seorang hakim adalah seseorang yang terpilih untuk menegmban 
amanah dari rakyat.32 
 
                                                                                                                                                                             
31Bambang Waluyo,Pidana Dan Pemindanaan, (Jakarta: 2008, Sinar Grafika),Hlm.91  
32  Rusli Muhammad, Hukum Pidana Kontenporer,( Bandung: 2007, PT.Citra Aditya Bakti), 
Hlm.212 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Penerapan Hukum Terhadap Seseorang Yang Turut Serta Melakukan 
Tindak Pidana Illegal Logging 
       Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum terhadap 
seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana Illegal Logging dalam 
putusan No. 48/PID.SUS/2016/PN.ENR yaitu sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap  : Ali Sofyan Pian bin Ahmad alias  
Tempat Lahir  : Tapong Kecamatan Maiwa 
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/08 Oktober 1984 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia 
Tempat tinggal : Dusun Tiga Praja, Desa Kalempang Kecamatan Pitu          
Riawa, Kabupaten Sidrap 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Petani 
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2. Posisi Kasus 
    Tindak Pidana Illegal Logging yang terjadi di Desa Tunjung, Kecamatan 
Maiwa Kabupaten Enrekang dengan posisi kasus sebagai berikut: 
     Kejadian kasus ini terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita pada 
bulan Juli Tahun 2013 bertempat di kawasan Hutan Lindung Buttu Bulo-bulo, 
Desa Tunjung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Enrekang. 
  Berawal dari adanya informasi dan masyarakat bahwa telah terjadi 
penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan 
Maiwa, Kabupaten Enrekang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya 
surat tugas Kepala Dinas Kehutanan dengan Nomor : 356/090/ST/VIII/2015 
tanggal 1 Agustus 2015 dan Nomor : 356/090/ST/2015 tanggal 13 Agustus 2015 
untuk melakukan patroli sekaligus mengecek kebenaran tersebut dimana 
terjadinya lokasi penebangan pohon. Pada saat masuk dalam kawasan hutan 
lindung itu akhirnya saksi Syamsul Bahri,S. Hut Bin Syamsuddin, saksi Ikwan 
Ammar Bin Ammar dan saksi Iswahyudi, A,Md Bin Baso Palallo Alias Wawan 
menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya benar termasuk 
berada di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung 
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Kecamatan Miawa Kabupaten Enrekang. Selanjutnya Tim melakukan operasi 
pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa 
pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Desan 
Tuncung Kecamatan Miawa Kabupaten Enrekang. Dalam mendapatkan lokasi 
tempat penebangan kayu tersebut kemudian Saksi Syamsul Bahri,S. Hut Bin 
Syamsuddin bersama dengan TIM melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 
Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu Jenis Tipulu sebanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 
(delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pecarian lokasi 
lain namun saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin bersama dengan TIM 
menemukan kayu bentuk bantalan atau pecakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan 
panjang 4 meter tepatnya di pinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis 
Tipulu selanjutnya saksi Syamsul Bahri,S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan 
Tim mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan 
bertemu dengan saksi Sulaiman Alias AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan 
titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon 
yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau 
pecakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu 
yang telah ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Zainuddin 
Bin Sultan alias Attana Ikhasan (berkas penuntut terpisah) berdasarkan informasi 
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saksi Sulaiman Alias AMBO CUANG. 
      Bahwa terdakwa, Ali sofyan alias pian Rudda  dan saksi Andi Zainuddin 
Bin Sultan Alias Altana Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu jenis Tipulu dengan 
menggunakan mesin gergaji CHAIN CAW kemudian dirubah bentuk menjadi 15 
bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter, dimana lokasi penebangan terletak 
pada titik koordinat dengan menggunakan alat berupa JPS (alat menentukan titik 
koordinat) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yaitu S 03 43 51,7 dan F 
110 35 30, dan dari hasil pengukuran tersebut diperoleh hasil bahwa lokasi yang 
dikerjakan terdakwa, Saksi Rusdar Bin Sarai Alias Rudda dan Zainuddin Bin 
Sultan Alias Attana Ikhsan termasuk dalam lokasi kawasan hutan lindung. Bahwa 
yang menyuruh terdakwa, Rusdar Bin Sarai Alias Rudda dan saksi Zinuddin Bin 
Sultan alias Attana Ihksan melakukan penebangan 1 (pohon) kayu jenis tipulu 
tersebut dikawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang adalah saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Natsir dan tanpa memiliki 
hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap seseorang yang turut serta 
melakukan tindak pidana ilegal logging yang dilakukan oleh terdakwa Ali Sofyan 
alias PIAN bin AHMAD yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
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Pengadilan Negeri Enrekang yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Ali Sofyan alias Pian bin Ahmad, pada bulan Juli 2013 sekitar 
pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalan tahun 2013, 
bertempat di kawasan Hutan Lindung Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan 
Maiwa Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang “ setiap orang 
dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam 
hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagai orang 
yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu”. 
Perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan 
pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Maiwa 
Kabupaten Enrekang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat 
Tugas Kepala Dinas Kehutanan dengan Nomor: 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 1 
Agustus 2013 dan Nomor: 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 untuk 
melakukan patrol sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana 
terjadinya lokasi penebangan pohon. Pada saat masuk dalam kawasan hutan 
lindung itu akhirnya saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin, saksi Ikwan 
Ammar Bin Ammar Alias Iwan dan saksi Iswahyudi, A,Md Bin Baso alias Wawan 
menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk dalam 
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kawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa 
Kabupaten Enrekang selanjutnya Tim melakukan oprasi pengamanan kawasan 
hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan 
pohon dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan 
Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu 
tersebut kemudian saksi Syamsul Bahri, S.Hut Bin Syamsuddin bersama dengan 
Tim melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan 
sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah 
diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan 
panjang 4 meter tepatnya di pinggir jalan diaman kayu tersebut adalah jenis 
Tipulu selanjutnya saksi Syamsul Bahri, S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan 
Tim mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan 
bertemu dengan saksi Sulaiman alias Ambo Cuang dan akhirnya ditemukan titik 
terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon sudah 
diolah menjadi 8 (delapan) bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 
(tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter ditemukan di 
pinggir jalan adalah kayu telah ditebang oleh terdakwa, Rusdar Bin Santi alias 
Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan (berkas 
penuntutan terpisah) berdasarkan informasi saksi Sulaiman Alias Ambo Cuang. 
Bahwa terdakwa, Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin 
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Sultan Alias Attana Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
melakukan penebangan satu (1) pohon kayu jenis Tipulu dengan menggunakan 
mesin gergaji CHAIN CAW kemudian dirubah bentuk menjadi 15 bantalan atau 
pacakan dengan panjang 4 meter, dimana lokasi penebangan terletak pada titik 
koordinat dengan menggunakan alat berupa JPS (alat menentukan titik koordinat) 
dari Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yaitu S 03 43 51,7 dan F 119 55 39 
dan hasil pengukuran tersebut dapat diperoleh hasil bahwa lokasi yang dikerjakan 
terdakwa, Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan 
Alias Attana termasuk dalam lokasi kawasan hutan lindung. Hal ini diperkuat dari 
keterangan ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan Peta kerja Kehutanan 
Kabupaten Enrekang untuk wilayah Latimojong dengan wilayah meliputi 
Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, dan Kecamatan Baraka, kelompok Hutan 
Siambo dengan wilayah meliputi Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, 
Kemamata Masalle dan Kecamatan Baroko, Kelompok Hutan Batu Mila dengan 
wilayah meliputi Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, Kelompok 
Hutan satu Bungin dengan wilayah meliputi Kecamatan Baraka, Kecamatan 
Bungin, Kecamatan Enrekang, dan Kecamatan Maiwa, Kelompok Hutan Salu 
Ampuno dengan wilayah Kecatan wilayah Maiwa, Kelompok Hutan Salung 
Pasang dengan wilayah Kecamatan Maiwa, Kelompok Hutan Batu Palli dengan 
wilayah meliputi Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan 
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Cendana, Kelompok Hutan Pena Rajanna dengan wilayah Kecamatan Alla dan 
lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa, Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi 
Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana berada di Kelompok Hutan Salu 
Bulo-bulo dengan wilayah Kecamatan Maiwa. 
Bahwa yang menyuruh terdakwa dan Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi 
Zainuddin Bin Sultan Alias Attana melakukan penebangan 1 (satu) pohon kayu 
jenis Tipulu tersebut dikawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo Kecamatan Maiwa 
Kabupaten Enrekang adalah saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Natzir dan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, atas perbuatan 
terdakwa, dan Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan 
Alias Attana Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.014.610,-. (dua juta empat 
belas ribu enam ratus sepuluh rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 
50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan Jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pnengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersubut, terdakwa menyatakan telah 
mengerti tidak mengajukan keberatan atau bantahan: 
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum 
telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
1. SYAMSUL BAHRI,S.Hut bin SYAMSUDDIN 
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar pukul 10.00 WITA terjadi 
penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo Desa 
Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabuoaten Enrekang; 
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi 
penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas 
Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan Patroli sekaligus mengecek 
kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebangan pohon; 
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, saksi ikwan 
Ammar dan saksi iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu tersebut 
dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa selanjutnya TIM melakukan oprasi pengamanan kawasan hutan 
lindung dan berusaha mencari dan menangkap pelaku penebangan pohon 
dalam kawasan hutan lindung tersebut; 
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut 
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kemudian saksi bersama TIM melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 
15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu 
sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di olah dalm bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 2 meter kemudian 
dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama TIM tidak berhasil 
menemukan lokasi penebangan lagi; 
- Bahwa saksi bersama dengan TIM akhirnya keluar dari hutan dan pada 
saat keluar dari hutan dengan TIM menemukan kayu bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya 
dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu; 
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TIM mencari informasi siapa 
yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi 
Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan 
kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah dioah menjadi 8 
(delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 
meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah di tebang 
oleh terdakwa, dan Rusdar Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin 
Bin Sultan Alias Attana; 
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
434/Menhut/II/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulo-bulo 
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Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang masuk dalam 
kawasan hutan lindung; 
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa adanya izin dari 
pihak berwenang; 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian 
sebesar Rp. 2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh 
rupiah) 
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan kawasan hutan 
lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di 
persidangan. 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak mengetahuinya. 
2. SULAIMAN bin SALLEANG alias AMBO CUANG 
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan 
kejadian penebangan pohon kayu dikawasan Buttu Bulo-bulo; 
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun sekitar bulan Juni 2013, 
bertempat dalam kawasan Hutan Lindung Bulo-bulo Desa Tuncung 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Andi Zainuddin, bersama 
dengan terdakwa dan Rusdar Bin Santi alias Rudda; 
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- Bahwa jenis kayu yang ditebang yaitu kayu Tipulu dimana terdakwa 
tebang dalam kawasan hutan lindung; 
- Bahwa saksi bersama Hasan dan Sarai di panggil oleh Andi Zainuddin 
untuk menarik kayu tersebut; 
- Bahwa saksi menarik kayu tersebut dengan menggunakan sapi dan kerbau; 
- Bahwa saksi menarik kayu sebanyak 3 (tiga) bantalan sedangkan Hasan 
dan Sarai menarik masing-masing 2 (dua) bantalan kayu yang telah di olah 
dimana keseluruhan kayu tersebut sebanyak 15 (lima belas) bantalan; 
- Bahwa upa untuk menarik kayu tersebut sebanyak Rp.500.000.- (lima 
ratus ribu rupiah) namun tidak dibayarkan 
- Bahwa pemilik kayu tersebut menurut Andi Zainuddin adalah milik pak 
ketua yaitu Andi Nasir 
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan Andi 
Zainuddin hanya satu pohon; 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. 
3. Hasan alias Bapak Awal Bin Tang 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan kejadian penebangan 
pohon di dalam kawasan Buttu Bulo-bulo yang terjadi pada bulan Juni 
2013 bertempat di Buttu Bulo-bulo Desa Tuncung, Kecamatan Miawa 
Kabupaten Enrekang; 
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- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Andi Zainuddin, Rusdar Bin 
Santi alias Rudda dan terdakwa dimana yang ia tebang ialah jenis Tipulu; 
- Bahwa terdakwa menebang pohon tersebut termasuk dalam kawasan hutan 
lindung; 
- Bahwa kayu ditebang oleh terdakwa adalah kayu yang saksi tarik untuk 
dibawah ke pinggir jalan dimana saksi menarik kayu tersebut bersama 
dengan Sulaiman dan Sarai dimana yang menyuruh kami adalah Andi 
Zainuddin; 
- Bahwa kayu yang saksi tarik sudah diolah berbentuk bantalan dimana 
jumlah kayu yang kami tarik sebanyak 7 (tujuh) batang; 
- Bahwa upah untuk menarik kayu tersebut sebesar Rp.500.000.-( lima ratus 
ribu rupiah) 
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kayu tersebut ditebang oleh terdakwa 
bersama Andi Zainuddin dan Rusdar Bin Santi alias Rudda sudah ada izin 
atau tidak; 
- Bahwa kayu yang saksi tarik adalah kayu pak ketua Andi Nasir dimana 
saksi mengetahui atas pemberitahuan oleh Andi Zainuddin; 
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdawa hanya 1 (satu) pohon; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. 
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4. Andi Natsir., M.Si bin Andi Bonga 
- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan lindung Buttu 
Bulo-bulo Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, bahwa 
saksi memesan kayu melalui saksi Amiruddin Dalle; 
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle mengatakan jika tersebut telah 
siap; 
- Bahwa segala sesuatunya mengenai kayu tersebut melalui saksi Amiruddin 
Dalle dan saksi hanya memesan saja; 
- Bahwa yang menyuruh saksi Zainuddin dan terdakwa menebang adalah 
saksi Amiruddin Dalle; 
- Bahwa saksi tahu yang menebang kayu tersebut adalah terdakwa; 
- Bahwa saksi tahu terdakwa pekerjaannya sebagai tukang CHAIN SAW; 
- Bahwa pernarik kayu pernah datang meminta tambahan uang, namun saksi 
menyuruh untuk berhubungan dengan saksi Amiruddin Dalle 
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya. 
5. Amiruddin Dalle.,SE bin Dalle alias Amir 
- Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi penebangan hutan di kawasan Rusdar 
Bin Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana 
hutan lindung Buttu Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, 
Kecamatan Enrekang; 
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- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Tuncung; 
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu yakni terdakwa, dan Rusdar Bin 
Santi alias Rudda dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana; 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Zainuddin mengatakan jika 
akan menebangang kayu karena disuruh oleh saksi Andi Natsir; 
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang ditebang oleh saksi  
Zainuddin, Rusdar Bin Santi alias Rudda dan terdakwa; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; 
6. Andi Zainuddin alias Attana Iksan bin Andi Sultan 
- Bahwa pada Bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan lindung Buttu 
Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan sebanyak 1 (satu) pohon Tipulu 
yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan sebanyak 4 meter; 
- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan bersama bersama dengan 
terdakwa dan saksi Rusdar Bin Santi alias Rudda; 
- Bahwa saksi melakukan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) 
CHAIN SAW yakni milik terdakwa dan milik saksi sendiri. 
- Bahwa saksi menebang pohon setelah mendapatkan izin dari saksi 
Amiruddin Dalle selaku Kepala Desa karena pesanan dari saksi Andi 
Natzir; 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kawasan hutan yang ditebang 
merupakan kawasan hutan lindung; 
- Bahwa pohon yang setelah di tebang dan di potong menjadi bantalan lalu 
olah tukang tarik ditarik kepinggir jalan. 
- Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon tersebut tanpa izin dari 
pihak berwenang; 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; 
7. IKHWAN AMAR bin AMMAR alias IWAN 
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, terjadi 
penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-bulo Desa 
Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terjadi 
penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa kemudian di tindak lanjuti dengan keluarnya Surat Tugas Kepala 
Dinas Kehutanan untuk melakukan patrol sekaligus mengecek kebenaran 
informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebangan pohon; 
- Bahwa pada saat masuk dalam dalam kawasan hutan lindung itu, saksi 
Syamsul Bahri dan saksi Iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu 
tersebut dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu 
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Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa selanjutnya TIM melakukan oprasi pengamanan kawasan hutan 
lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan 
pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut; 
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut 
kemudian saksi bersama dengan TIM melakukan lacak bala sehingga pada 
tanggal 15 Agustus 2015 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis 
Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di olah dalam bentuk bantalan 
dan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian 
dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan TIM tidak 
berhasil menemukan lokasi penebangan lagi; 
-  
- Bahwa saksi bersama dengan TIM akhirnya keluar dari hutan dan pada 
saat keluar dari hutan dengan TIM menemukan kayu bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya 
dipinggir jalan diaman kayu tersebut adalah jenis Tipulu; 
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TIM mencari informasi siapa 
yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi 
Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan 
kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 
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(delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 
meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter 
yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh 
terdakwa, Rusdar dan Zainuddin; 
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
434/Menhut/II/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang masuk dalam 
kawasan hutan lindung; 
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa adanya izin dari 
pihak berwenang; 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian 
sebesar Rp. 2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh 
rupiah) 
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan kawasan hutan 
lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di 
persidangan. 
Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak mengetahuinya; 
8. SARAI bin TALEBA alias PAPA CADDA 
- Bahwa pada Bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan lindung Buttu 
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Bulo-bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, saksi 
telah menarik kayu keluar dari hutan; 
- Bahwa kayu yang ditarik sebanyak 7 (tujuh) batang dalam bentuk 
bantalan; 
- Bahwa yang menarikkayu tersebut adalah saksi Sulaiman dan saksi Hasan; 
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu tersebut menggunakan kerbau dan 
saksi Hasan menggunakan sapi; 
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang sedangkan 
saksi Hsan masing-masing menarik sebanyak 2 (dua) batang; 
-  
- Bahwa cara menarik kayu tersebut kayu dililit dengan rantai besi lalu 
diikatkan pada sapi lalu ditarik; 
- Bahwa saksi menarik kayu tersebut karena dusuruh oleh saksi Zainuddin 
yang menebang kayu tersebut atas suruhan saksi Andi Natsir; 
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon 
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta kenaikan upah 
angkut pada saksi Andi Natsir dan disepakati ditambah menjadi Rp. 
650.000.- (enam ratus lima pulih ribu) 
Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya. 
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Kesimpulan: 
Dari hasil penyelidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan 
meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 76 ayat (5) 
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang No.19 
Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan No. Reg.Perg. No: PDM-22/R.4.22/R.4.24/Euh.2/07/2016 , 
maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang: 
MENUNTUT 
Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutus: 
1) Menyatakan terdakwa Ali Sofyan alias Pian bin Ahmad telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menuntut hukum melakukan Tindak Pidana “setiap 
otrang di larang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang 
sebagai orang yang melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam 
Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayata (5) Undang-undang Nomor 41 
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Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang  Perubahan atas 
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana di dakwakan 
dalam dakwaan tunggal. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) 
bulan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa 
penahanan terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
3) Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan 1 (satu) bulan kurungan. 
4) Menyatakan barang bukti berupa: 
-  1 satu unit gergaji mesin (chain sow) merk STHIL warna orange putih. 
-  15 batang kayu jenis Tipulu dalm bentuk bantalan. 
Digunakan dalam pembuktian perkara lain yang dilakukan penuntutan 
terpisah. 
5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.500.-( dua ribu lima ratus rupiah) 
5. Amar Putusan 
   Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 48/ 
Pid.Sus/2016/ PN/Enr ini sebagai berikut: 
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MENGADILI 
1) Menyatakan terdakwa Ali Sofyan alias Pian bin Ahmad, terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Menebang Pohon Di 
Dalam Hutan Tanpa Hak”. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Sofyan alias Pian bin Ahmad 
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3) Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) apabila 
denda tersebut tidak dibayar maka ganti dengan 1 (satu) bulan kurungan. 
4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
5) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
6) Menetapkan barang bukti berupa: 
-  1 satu unit gergaji mesin (chain sow) merk STHIL warna orange putih. 
-  15 batang kayu jenis Tipulu dalm bentuk bantalan. 
Digunakan dalam pembuktian perkara lain yang dilakukan penuntutan terpisah. 
7) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.- (dua ribu 
lima ratus rupiah); 
6. Analisis Penulis 
      Dari segi penerapan hukum formil , terhadap seseorang yang ikut turut 
serta melakukan tindak pidana Iliegal Logging, Penulis ingin menganilasa Putusan 
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Nomor 48/Pid.Sus/201/PN.Enr di atas telah memenuhi prosedur hukum acara 
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.81 Tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
  Dalam surat putusan pemidanaan tersebut diatas, telah memuat hal-hal 
yang harus dimuat dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana ditetapkan 
dalam ketentuan Pasal 197 KUHAP sebagai berikut: 
Ayat (1) surat pemutusan pemidanaan memuat: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperolah dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa; 
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g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah, majelis hakim kecuali perkara 
diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. Pernyataan kesalahn terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure 
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan 
atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan diman 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; 
l. Hari tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan 
nama panitera; 
Ayat (2) 
Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,j,k dan l 
pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. 
Ayat (3) 
Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam 
undang-undang ini.  
      Putusan Pengadilan Nomor 48/PID.SUS/2016/PN.ENR juga telah di 
dukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan 
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tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan tidak ketidak bersalahan 
terdakwa. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 
menyebutkan sebagai berikut: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinan bahw 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 
  Dalam ketentuan pasal 184 KUHAP menyebutkan mengenai alat bukti 
yang sah, adapun isi pasal tersebut 184 sebagai berikut: 
Ayat (1) alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan Saksi 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa; 
      Dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi 
sebagai alat bukti, adapun Pasal 185 KUHAP sebagai berikut: 
Ayat (1) 
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 
pengadilan. 
76 
 
 
 
Ayat (2) 
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah 
terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya. 
Ayat (3) 
Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 
dengan alat buki yang sah lainnya. 
Ayat (4) 
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau 
keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan 
saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
memberikan kebenaran adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
Ayat (5)  
Baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan 
merupakan keterangan saksi. 
Ayat (6) 
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sugguh 
memperhatikan: 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
b. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap 
Seseorang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam perkara No. 48/PID.SUS/2016/PN.ENR dalam hal ini terdakwa 
diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang di ajukan oleh 
penuntut umum sebagaimana telah di uraikan sebelumnya dimana terdakwa 
melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Tindakan yang di lakukan terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan 
mengkaji unsur-unsur dari Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
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Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut kemudian 
disesuaikan  dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti 
dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari berdasarkan isinya adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan 
didalam hutan; 
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 
4. Orang yang melakukan ,menyuru melakukan atau turut serta melakukan. 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan memperimbangkan apakah 
perbuatan terdakwah telah memenuhi atau tidak Pasal 50 Ayat Ayat (3) huruf e 
jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan jo Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut yaitu sebagai 
berikut : 
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Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”; 
Menimbang , bahwa unsur ini di tujukan kepada setiap subjek hukum 
pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
diminta pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat; 
Menimbang ,bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa 
dimana terdakwa Ali Sofyan alias Pian bin Ahmad diduga melakukan 
perbuatan pidana dan di hadapkan ke persidangan dan mengakui seluru 
identitasnya dalam dakwaan penuntut umum di persidangan jelas unsur ini 
ditujukan kepada terdakwa dan dapat dimintapertanggungjawaban karena 
dalam keadaan sehat; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah 
terpenuhi; 
Ad. 2. Unsur “ Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut 
hasil hutan didalam hutan”; 
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur 
yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsure ini; 
Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan Juli 2013, di dalam kawasan 
hutan Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, 
terdakwa telah melakukan penebangan hutan; 
Bahwa terdakwa melakukan penebangan hutan bersama dengan saksi 
80 
 
 
 
Zainuddin dan Ruslan di mana terdakwa melakukan penebangan dengan 
menggunakan 2 mesin chainsaw milik rusdar; 
Bahwa terdakwa malakukan penebangan hutan sebanyak 1 (satu) buah 
pohon Jenis Tipulu yang diolah menjadi 15 (liam belas) buah bantalan 
sepanjang 4 (empat) meter; 
Bahwa sebelumnya saksi Zainuddin di beritahukan oleh saksi 
Amiruddin Dalle jika saksi Andi Natsir mancari kayu Jenis Tipulu; 
Bahwa setelah terjadi kesepakan harga dengan saksi Amiruddin Dalle, 
saksi Zainuddin bersama dengan terdakwa lalu menebang pohon tersebut; 
Bahwa setelah kayu  tersebut di buat dalam bentuk bamtalan , lalu 
oleh penarik kayu , ditarik sampai kepinggir jalan; 
Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut didalam hutan 
lindung yang dilarang karena merupakan kawasan hutan lindung yaitu 
Kelompok Hutan Latimojong; 
Menimbang , bahwa dengan terdakwa melakukan penebangan pohon 
jenis Tipulu di kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, 
Kecamatan Maiwa, Enrekang, didalam kawasan yang terlarang yang mana 
kayu tersebut diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan, maka perbuatan 
terdakwa telah memenuhu rumusan usnur ini; 
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Ad. 3. Unsur “ Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang”; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yakni legalitas perbuatan 
tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya melakukan 
penebangan pohon jenis Tipulu di kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo, 
Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa,  Kabupaten Enrekang tanpa adanya izin 
dari pihak terkait/berwenang; 
Ad. 4. Unsur “ Orang yang melakukan ,menyuru melakukan atau turut 
serta melakukan”; 
Menimbang , bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsure; 
2. Analisis Penulis 
Setelah memperhatian amar putusan. Terlihat bahwa hakim dalam 
menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara Nomor 
48/PID.SUS/2016/PN.ENR sudah tepat. Dasar pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhakan putusan yang di dasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap 
didepan persidangan dan oleh Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai 
hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan unsur-unsur delik yang 
didakwakan ditambah dengan Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa 
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melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagimana yang termuat dalam 
unsur-usnur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Bapak Herwansyah., SH. 1 yang 
menerangkan bahwa “putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan 
penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut 
menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhakan putusan 
pada perkara tersebut, terdakwa dijerat dengan tindak pidana menebang pohon 
didalam hutan tanpa hak pada Pasal 50 Ayat Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 
Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ”. 
Majelis hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun pada perkara ini tidak 
ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa . 
Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatanya. Pada perkara ini putusan yang di jatuhkan Majelis 
Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan 
karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa 
yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam Menjatuhkan putusan. 
Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara 
ini: 
Hal-Hal yang memberatkan : 
                                                         
1  Herwansyah., S.H.,M.H., Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. 
Wawancara dilakukan pada tanggal  
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- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerntah dalam 
pemberantasan Illegal Logging; 
- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan sekitarnya. 
Hal-Hal yang meringankan : 
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; 
- Terdakwa belum perna dihukum sebelumnya; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman 
pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan 
musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah 
pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.   Kesimpulan 
      Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun pidana 
formil terhadap seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana 
menebang pohon di dalam hutan tanpa hak dari Putusan Nomor  
48/PID.SUS/2016/PN.ENR, yang telah di terapkan dalam putusan tersebut 
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan  Pasal 50 ayat (3) huruf e 
Jo Pasal 76 ayat (5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Jo Undang-undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 
Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Dalam menegakkan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan 
KUHAP dan UU Kehutanan. 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap terdakwa dalam putusan Nomor :48/PID.SUS/2016/PN.ENR 
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terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan karena terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam hutan tanpa 
hak. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap 
pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah 
mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta 
persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim 
serta hal-hal yang mendukung. Dalam hal ini majelis hakim berdasarkan 
fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam hutan, oleh karena 
terbukti bersalah maka terdakwa di jatuhi pidana yang di pandang setimpal 
dengan perbauatannya. 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut diatas, maka ada 
beberapa implikasi yang perlu diperhatikan, yaitu 
1. Bagi para penegak hukum agar dalam menangani suatu kasus yang 
berhubungan dengan hutan khususnya hutan lindungan agar lebih tegas 
dalam penanganan dan pengenaan sanksi terhadap para pelaku tindak 
pidana illegal logging, mengingat fungsi pokok hutan lindung sebagai 
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perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 
mencegah bajir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 
memelihara kesuburan tanah. 
2. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas illegal 
logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan 
agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya 
mengawasi dari kejauhan segala aktivitas kehutanan. 
3. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat proses perizinan 
pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat di cegah untuk 
menjaga kelestarian hutan di masa yang akan datang. 
4. Diharapkan sebagai warga Negara yang berpengetahuan dan 
beratnggungjawab perlunya kesadaran diri masing-masing individu 
untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan agar kelak akan 
dinikmati anak cucu kita. 
5. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa penuntut 
umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang 
sah di tambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk 
melihat fakta-fakta apa yang timbul pada persidangan, sehingga dari 
fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa 
terhadap terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. 
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